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Abstrak 
 

Penelitian ini membahas penguatan One China Policy (OCP) di Indonesia melalui kerangka Belt and 

Road Initiative (BRI) sebagai instrumen soft power Tiongkok. Dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis bagaimana BRI tidak hanya 

berperan sebagai proyek pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana diplomasi publik untuk 

membangun pengaruh politik dan kultural Tiongkok di Indonesia. Studi ini memetakan berbagai 

sektor strategis, termasuk infrastruktur (KCIC), otomotif dan teknologi (BYD, Huawei, TikTok), 

pendidikan dan beasiswa, diplomasi kesehatan, serta peran aktor negara dan non-negara dalam 

memperkuat penerimaan OCP di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui proyek-

proyek besar dan kerja sama multidimensi, Tiongkok berhasil membangun citra positif, 

menciptakan ketergantungan ekonomi dan teknologi, serta memengaruhi sikap diplomatik 

Indonesia terhadap isu Taiwan. 
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Abstract 
 

This study examines the strengthening of the One China Policy (OCP) in Indonesia through the Belt and Road 

Initiative (BRI) as an instrument of China’s soft power. Using a qualitative approach and literature review 

method, this research analyzes how BRI serves not only as an economic development project but also as a tool 

of public diplomacy to build China’s political and cultural influence in Indonesia. The study maps key strategic 

sectors, including infrastructure (KCIC), automotive and technology (BYD, Huawei, TikTok), education and 

scholarships, health diplomacy, as well as the role of state and non-state actors in reinforcing OCP acceptance 

in Indonesia. The findings reveal that through major projects and multidimensional cooperation, China has 

successfully built a positive image, created economic and technological dependence, and influenced Indonesia’s 

diplomatic stance on the Taiwan issue.  
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PENDAHULUAN 

Hubungan Indonesia dan Tiongkok memiliki 

akar historis yang panjang, dimulai dari 

perdagangan maritim, migrasi komunitas 

Tionghoa ke Nusantara, hingga akulturasi 

budaya yang meninggalkan jejak dalam kuliner, 

arsitektur, hingga tradisi sosial (Suryadinata, 

2017). Meski demikian, hubungan kedua negara 

sempat memburuk pasca peristiwa G30S/PKI 

1965 yang dituding melibatkan Tiongkok, 

sehingga hubungan diplomatik terputus pada 

1967 dan baru dinormalisasi kembali pada 1990 

melalui pendekatan pragmatis (Leong, 2017). 

Sejak itu, Indonesia kembali menegaskan 

komitmennya pada prinsip One China Policy 

(OCP), tetapi tetap membuka ruang kerja sama 

ekonomi dengan Taiwan melalui Taipei Economic 

and Trade Office (TETO), dengan total 

perdagangan bilateral Indonesia–Taiwan 

mencapai USD 10,8 miliar pada 2012 (TAITRA, 

2013). Kondisi ini dipandang Tiongkok sebagai 

faktor yang berpotensi melemahkan posisi OCP 

secara simbolik, sehingga diperlukan 

pendekatan baru untuk memperkuatnya di 

negara mitra. 

Sebagai respons, Tiongkok meluncurkan Belt 

and Road Initiative (BRI) pada 2013 yang diklaim 

sebagai program pembangunan ekonomi global, 

namun juga dipandang banyak analis sebagai 

instrumen soft power untuk memperluas 

pengaruh politik dan ideologis (Nye, 2004; An & 

Wang, 2020). BRI berupaya menciptakan 

keterhubungan ekonomi dan interdependensi 

melalui proyek besar, termasuk infrastruktur, 

pendidikan, kesehatan, dan teknologi, yang 

pada akhirnya dapat menyelaraskan kebijakan 

negara mitra dengan kepentingan inti Tiongkok, 

termasuk OCP (Chen, 2021). Indonesia menjadi 

negara penting dalam skema ini karena 

posisinya di jalur Maritim Silk Road dan 

kapasitasnya sebagai kekuatan ekonomi 

terbesar di Asia Tenggara, dengan lebih dari 25 

proyek BRI bernilai lebih dari USD 30 miliar 

(Bappenas, 2021). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian 

ini merumuskan masalah utama yakni 

bagaimana Tiongkok memanfaatkan Belt and 

Road Initiative (BRI) sebagai strategi soft power 

untuk memperkuat One China Policy (OCP) di 

Indonesia. Rumusan ini menjadi landasan 

analisis dalam mengkaji peran proyek-proyek 

BRI, baik di sektor infrastruktur maupun non-

infrastruktur, sebagai instrumen pengaruh non-

koersif yang membentuk persepsi publik, sikap 

pemerintah, dan arah diplomasi Indonesia 

terhadap isu Taiwan. 

Kajian mengenai strategi kebangkitan Tiongkok 

banyak dibahas oleh para akademisi dalam 

berbagai perspektif. Pillsbury (2015) melalui 

bukunya The Hundred-Year Marathon: China’s 

Secret Strategy to Replace America as the Global 

Superpower menjelaskan bagaimana Tiongkok 

memiliki strategi jangka panjang untuk 

menggantikan dominasi Amerika Serikat, 

dengan menggunakan instrumen diplomasi, 

ekonomi, hingga budaya. Hal ini sejalan dengan 

teori soft power Joseph Nye (2004), yang 

menyatakan bahwa daya tarik suatu negara 

dapat dibangun melalui nilai, budaya, serta 

kebijakan luar negeri yang meyakinkan. Dalam 

konteks ini, Belt and Road Initiative (BRI) dapat 

dipahami sebagai salah satu instrumen utama 

untuk menyalurkan pengaruh tersebut secara 

sistematis. 

Kajian empiris juga menegaskan peran BRI 

dalam memperluas pengaruh Tiongkok. An dan 

Wang (2020) dalam artikelnya The Impact of the 

Belt and Road Initiative on Chinese International 

Political Influence: An Empirical Study Using a 

Difference-in-Differences Approach menunjukkan 

bahwa BRI berkontribusi signifikan pada 

peningkatan pengaruh politik Tiongkok melalui 

mekanisme interdependensi ekonomi negara 

mitra. Sementara itu, Leong (2017) melalui 

artikelnya The One China Policy and Its Implication 

for China’s Relations with Southeast Asia 

menekankan bahwa OCP merupakan 
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kepentingan inti Tiongkok yang harus dijaga 

konsistensinya di kawasan, sehingga kerja sama 

dalam kerangka BRI dapat dilihat sebagai 

strategi untuk memperkuat legitimasi OCP di 

negara-negara Asia Tenggara, termasuk 

Indonesia. Dengan demikian, literatur yang ada 

menegaskan bahwa BRI bukan hanya proyek 

pembangunan ekonomi, tetapi juga instrumen 

soft power yang strategis untuk memperluas 

pengaruh diplomatik dan politik Tiongkok. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana Tiongkok memanfaatkan Belt and 

Road Initiative (BRI) sebagai strategi soft power 

dalam memperkuat implementasi One China 

Policy (OCP) di Indonesia dengan 

mengidentifikasi bentuk pengaruh non-koersif 

melalui sektor strategis seperti infrastruktur, 

otomotif, telekomunikasi, pendidikan, dan 

kesehatan. Selain itu, penelitian ini 

mengevaluasi perubahan simbolik dan 

diplomatik dalam kebijakan luar negeri 

Indonesia sejak peluncuran BRI pada 2013, serta 

menggambarkan korelasi antara perluasan 

pengaruh ekonomi Tiongkok dengan sikap 

Indonesia yang lebih akomodatif terhadap OCP, 

khususnya terkait isu Taiwan. Dengan 

demikian, penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi akademik bagi studi 

hubungan internasional dalam memahami 

bagaimana kekuatan ekonomi dapat digunakan 

sebagai instrumen pengaruh diplomatik melalui 

pendekatan soft power yang terstruktur dan 

strategis.. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-

analisis dengan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk 

menggambarkan fenomena dan menganalisis 

makna dari data yang diperoleh secara 

mendalam. Menurut Creswell (dalam 

Murdiyanto, 2020), penelitian kualitatif 

berfokus pada pemahaman fenomena sosial 

melalui deskripsi naratif, sementara Waruwu 

(2023) menekankan bahwa metode ini 

menekankan kualitas, konteks, dan interpretasi. 

Dengan demikian, penelitian ini menelaah 

bagaimana Tiongkok memanfaatkan Belt and 

Road Initiative (BRI) sebagai instrumen soft power 

untuk memperkuat One China Policy (OCP) di 

Indonesia. 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer 

dan sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara terbatas dan observasi, sedangkan 

data sekunder berasal dari literatur seperti 

buku, jurnal, artikel, laporan resmi pemerintah, 

dokumen perjanjian bilateral Indonesia–

Tiongkok, serta publikasi lembaga 

internasional. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan studi literatur yang 

diklasifikasikan berdasarkan kesesuaiannya 

dengan topik, khususnya terkait BRI, OCP, dan 

hubungan Indonesia–Tiongkok. 

Analisis data dilakukan dengan model Miles 

dan Huberman (2002) yang mencakup tiga 

tahap, yaitu: (1) pengumpulan data dari 

berbagai sumber tepercaya terkait BRI dan OCP; 

(2) reduksi data dengan menyaring informasi 

relevan; dan (3) interpretasi data untuk 

menyusun jawaban atas rumusan masalah 

penelitian. Tahapan ini menghasilkan analisis 

komprehensif mengenai bagaimana BRI 

menjadi instrumen soft power Tiongkok dalam 

memengaruhi kebijakan dan sikap Indonesia 

terhadap OCP. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan Indonesia dan Tiongkok telah 

terjalin melalui proses panjang yang melibatkan 

pertukaran sosial, budaya, dan nilai strategis, 

bukan sekadar melalui diplomasi formal. Dalam 

dinamika global yang semakin kompleks, kerja 

sama kedua negara kini mencakup 

infrastruktur, pendidikan, teknologi, hingga 

budaya populer. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa kekuatan suatu negara tidak hanya 

diukur dari aspek militer dan ekonomi, tetapi 
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juga dari kemampuannya membangun persepsi 

dan kepercayaan melalui pendekatan soft power 

(Nye, 2004). Sejak 2013, Belt and Road Initiative 

(BRI) menjadi instrumen utama Tiongkok untuk 

memperluas pengaruh jangka panjang di 

Indonesia, tidak hanya lewat proyek 

infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta–

Bandung, tetapi juga melalui ekspansi 

perusahaan teknologi, program beasiswa, dan 

pendirian Confucius Institute (Zhang, 2021; 

Suryadinata, 2025). 

Penelitian ini menganalisis bagaimana BRI 

digunakan sebagai strategi soft power Tiongkok 

untuk memperkuat One China Policy (OCP) di 

Indonesia. Pengaruh tersebut tidak dilakukan 

secara koersif, melainkan melalui kerja sama 

ekonomi, pendidikan, budaya digital, dan 

diplomasi kesehatan yang membentuk 

penerimaan terhadap posisi Tiongkok dalam isu 

Taiwan (Melissen, 2005; Haid & Zhang, 2022). 

Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada 

dinamika hubungan Indonesia–Tiongkok, 

aktualisasi OCP di Indonesia, persepsi Tiongkok 

terhadap hubungan Indonesia–Taiwan, serta 

implementasi teori soft power Joseph Nye dalam 

konteks BRI di Indonesia. 

Ikatan Historis antara Indonesia dan Tiongkok 

Hubungan Indonesia dan Tiongkok berakar 

sejak abad ke-7 melalui perdagangan maritim, 

migrasi, dan pembentukan komunitas Tionghoa 

di wilayah pesisir Nusantara. Komunitas ini, 

terutama dari Fujian dan Guangdong, 

berasimilasi dengan budaya lokal hingga 

melahirkan identitas Tionghoa-Peranakan yang 

tercermin dalam kuliner, bahasa, dan tradisi 

sosial (Suryadinata, 2017; Coppel, 2002). Meski 

mengalami diskriminasi di era Orde Baru, 

pengakuan kembali agama Konghucu pada 

tahun 2000 menjadi titik balik penerimaan 

identitas Tionghoa dalam ruang publik, 

memperkuat multikulturalisme Indonesia, 

sekaligus memberi ruang bagi Tiongkok 

membangun citra sebagai mitra yang memiliki 

ikatan historis dengan bangsa Indonesia. 

Kedekatan tersebut kemudian diperluas melalui 

pendidikan, budaya, kesehatan, dan teknologi. 

Hingga 2023 terdapat lebih dari 9 pusat studi 

Tiongkok dan program Confucius Institute yang 

aktif di universitas-universitas Indonesia 

(Xinhua, 2023), sementara media digital seperti 

TikTok dengan 125 juta pengguna di Indonesia 

menjadi sarana penyebaran budaya populer 

(DataReportal, 2024). Selama pandemi COVID-

19, Tiongkok juga berperan besar dengan 

menyalurkan lebih dari 215 juta dosis vaksin 

dan memperkenalkan pengobatan tradisional 

Tiongkok (Xinhua, 2021). Di bidang pendidikan, 

ribuan beasiswa dan program kerja sama 

akademik memperkuat pengaruh jangka 

panjang Tiongkok (Haid & Zhang, 2022). 

Kehadiran Tiongkok di berbagai sektor ini 

membentuk ekosistem sosial yang 

menumbuhkan citra positif dan memperkuat 

legitimasi diplomasi, termasuk penerimaan 

terhadap prinsip One China Policy. 

Aktualisasi Kebijakan One China Policy (OCP) 

di Indonesia 

One China Policy (OCP) merupakan prinsip 

utama kebijakan luar negeri Tiongkok yang 

menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian dari 

kedaulatan Tiongkok, dan menjadi syarat dasar 

negara lain menjalin hubungan diplomatik 

dengan Beijing (Sutter, 2018; Zhang, 2021). 

Indonesia telah mengakui OCP sejak 1950, 

menjadikannya salah satu negara pertama di 

Asia Tenggara yang menjalin hubungan 

diplomatik dengan Tiongkok, dan hingga kini 

konsisten tidak membuka hubungan formal 

dengan Taiwan, meskipun tetap menjalin 

interaksi ekonomi melalui Taipei Economic and 

Trade Office (TETO) (Antara News, 2025; 

Suryadinata, 2025). Sejak peluncuran Belt and 

Road Initiative (BRI) pada 2013, Tiongkok 

mengaktualisasikan OCP di Indonesia bukan 
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melalui tekanan, melainkan lewat kerja sama 

infrastruktur seperti Kereta Cepat Jakarta–

Bandung, ekspansi perusahaan teknologi seperti 

Huawei dan BYD, serta sektor pendidikan 

melalui beasiswa dan pendirian Confucius 

Institute (Zhang, 2021; Xinhua, 2023). 

Pengaruh Tiongkok juga tampak di ruang 

budaya dan digital, misalnya lewat festival 

budaya, pertukaran pelajar, serta platform 

TikTok yang digunakan lebih dari 125 juta 

pengguna di Indonesia, termasuk UMKM 

sebagai sarana pemasaran (DataReportal, 2024; 

Annur, 2024; Katadata, 2024). Kehadiran ini 

membangun citra Tiongkok sebagai mitra 

ramah dan relevan, sekaligus memperkuat 

persepsi positif di kalangan generasi muda. 

Dampak diplomatiknya terlihat dari sikap 

Indonesia yang semakin menyesuaikan diri 

dengan sensitivitas Beijing, misalnya penolakan 

partisipasi Taiwan dalam IIDSS 2017 dan 

pembatasan aktivitas simbolik TETO sejak 2021 

(Taiwan News, 2021; Suryadinata, 2025). 

Keterlibatan Indonesia dalam proyek BRI serta 

interaksi budaya tersebut mencerminkan 

efektivitas soft power Tiongkok sebagaimana 

dikemukakan Joseph Nye (2004), yakni 

membangun daya tarik melalui kerja sama yang 

menguntungkan tanpa paksaan. Hasilnya, 

Indonesia lebih akomodatif terhadap OCP, 

sementara masyarakat merasakan pengaruh 

Tiongkok bukan sebagai tekanan politik, 

melainkan lewat pendidikan, teknologi, dan 

budaya populer yang hadir dalam kehidupan 

sehari-hari (Melissen, 2005; Haid & Zhang, 

2022). 

Persepsi Tiongkok terhadap Dinamika 

Diplomatik antara Indonesia dan Taiwan 

One China Policy (OCP) merupakan prinsip 

utama Tiongkok yang menegaskan Taiwan 

sebagai bagian dari kedaulatan nasional, 

sehingga konsistensi dukungan negara mitra 

menjadi krusial (Sutter, 2018). Indonesia telah 

mengakui OCP sejak 1950 dan tidak membuka 

hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, 

meskipun tetap menjalin kerja sama ekonomi 

melalui TETO. Perubahan sikap Indonesia 

terhadap Taiwan dalam dua dekade terakhir 

bukan hasil tekanan langsung, melainkan 

pendekatan struktural Tiongkok melalui BRI 

(2013) yang menciptakan ketergantungan 

jangka panjang di bidang infrastruktur, 

teknologi, pendidikan, dan kesehatan (Zhang, 

2021; Suryadinata, 2025). 

Sebelum BRI, hubungan Indonesia–Taiwan 

cukup signifikan, terutama perdagangan (USD 

10,8 miliar pada 2012), investasi, tenaga kerja 

migran (250.000 pekerja), serta pendidikan 

melalui beasiswa Taiwan (TAITRA, 2013; IOM, 

2020). Namun sejak BRI, hubungan Indonesia 

lebih condong ke Tiongkok, tercermin dalam 

proyek KCIC, ekspansi Huawei, dan 

penyebaran Confucius Institute. Dampaknya, 

interaksi dengan Taiwan tetap ada tapi terbatas, 

sementara ruang diplomatiknya menyusut, 

termasuk pembatasan aktivitas TETO sejak 2021 

(Taiwan News, 2021). 

Langkah Indonesia terlihat jelas pada IIDSS 2017 

dengan menolak delegasi Taiwan, hingga 

pernyataan tegas Menlu Sugiono pada April 

2025 bahwa isu Taiwan adalah urusan domestik 

Tiongkok (Storey, 2017; Antara News, 2025). Hal 

ini menandakan Indonesia semakin 

menyesuaikan sikap dengan sensitivitas Beijing 

tanpa mengubah posisi hukumnya, sejalan 

dengan konsep soft power Nye (2004), di mana 

pengaruh diperoleh melalui daya tarik kerja 

sama, bukan paksaan. 

Implementasi Belt and Road Initiatives (BRI) 

sebagai Soft Power di Indonesia 

Belt and Road Initiative (BRI), diluncurkan oleh 

Presiden Xi Jinping pada 2013, adalah strategi 

global yang menghubungkan Tiongkok dengan 

lebih dari 140 negara melalui jalur darat (Silk 

Road Economic Belt) dan laut (21st Century 
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Maritime Silk Road), termasuk Indonesia (Kemlu 

RRT, 2023). Secara resmi digambarkan sebagai 

kerja sama ekonomi berbasis win-win cooperation, 

BRI sejatinya berfungsi sebagai instrumen soft 

power Tiongkok untuk membangun 

ketergantungan struktural, memperluas 

pengaruh simbolik dan diplomatik, serta 

memperkuat isu sensitif seperti One China Policy 

(An & Wang, 2020; Li, 2009; Nye, 2004). 

Di Indonesia, proyek seperti KCIC Jakarta–

Bandung, kawasan industri Morowali, dan 

ekspansi Huawei, Wuling, serta DFSK 

memperlihatkan bagaimana kerja sama 

ekonomi menciptakan ketergantungan pada 

investasi dan teknologi Tiongkok (Bappenas, 

2021). Selain itu, program beasiswa, pendirian 

Confucius Institute, hingga platform digital 

seperti TikTok memperkuat citra Tiongkok 

sebagai kekuatan budaya dan teknologi global 

(Zhang, 2021). Melalui diplomasi halus, 

termasuk bantuan kesehatan saat COVID-19 

dan forum regional, BRI berhasil mendorong 

Indonesia untuk lebih akomodatif terhadap One 

China Policy, seperti ditunjukkan melalui 

pembatasan aktivitas TETO dan pernyataan 

resmi Kemlu RI (Kemlu RI, 2021). 

Dengan demikian, BRI di Indonesia tidak hanya 

tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga 

bagian dari transformasi kekuatan simbolik 

Tiongkok. Hal ini selaras dengan teori Nye 

bahwa kekuatan paling efektif adalah power with 

others ketimbang power over others (Nye, 2004), 

yang dalam praktiknya menjadikan BRI 

instrumen soft power strategis untuk 

memperkuat legitimasi Tiongkok di mata dunia. 

Analisis Sektor-Sektor Strategis BRI di 

Indonesia 

Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) 

merupakan proyek unggulan BRI di Indonesia 

yang tidak hanya berfungsi sebagai 

infrastruktur transportasi, tetapi juga simbol 

kerja sama strategis Indonesia–Tiongkok dalam 

aspek teknologi, diplomasi, dan simbolik 

(Zhang, 2021; Suryadinata, 2025). Dengan 

investasi sekitar USD 6 miliar yang mayoritas 

didanai China Development Bank, proyek ini 

dijalankan melalui konsorsium PT KCIC yang 

melibatkan BUMN Indonesia dan perusahaan 

Tiongkok. Sejak peresmian pada Oktober 2023, 

Whoosh telah digunakan lebih dari 10 juta 

penumpang hingga Mei 2025, dengan rata-rata 

okupansi harian mencapai 25.000 orang 

(Kompas, 2025; Antara, 2025). 

Capaian ini mencerminkan penerimaan publik 

yang tinggi dan memperkuat citra Tiongkok 

sebagai mitra modernisasi Indonesia. 

Meski demikian, proyek Whoosh masih 

menanggung kerugian finansial besar dan 

memunculkan kekhawatiran potensi debt trap. 

Namun, hal ini tidak mengurangi fungsinya 

sebagai instrumen soft power, karena pengaruh 

Tiongkok tidak diukur dari keuntungan 

ekonomi, melainkan daya tarik, reputasi, dan 

persepsi positif yang berhasil dibangun (Nye, 

2004). Proyek ini menegaskan kapabilitas 

teknologi tinggi Tiongkok, meningkatkan 

visibilitas diplomatiknya di Indonesia, serta 

menciptakan ketergantungan struktural melalui 

infrastruktur. Dengan demikian, Whoosh 

menjadi contoh nyata bagaimana BRI 

digunakan Tiongkok sebagai alat diplomasi 

simbolik untuk memperkuat pengaruh politik, 

termasuk dalam penguatan One China Policy di 

Indonesia (Chen, 2021). 

Ekspansi teknologi dan otomotif Tiongkok di 

Indonesia menjadi bukti nyata efektivitas soft 

Tabel 1. Jumlah Penumpang Setiap Tahun 

Sumber: kcic.co.id 
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power melalui kerangka Belt and Road Initiative 

(BRI). Tidak hanya terbatas pada infrastruktur, 

Tiongkok memperkuat posisinya di sektor 

kendaraan listrik, komunikasi digital, hingga 

platform media sosial. Langkah ini tidak 

semata-mata mengejar keuntungan komersial, 

tetapi membentuk ketergantungan teknologi 

sekaligus persepsi publik yang positif, sejalan 

dengan konsep soft power Joseph Nye (2004) 

yang menekankan pengaruh melalui daya tarik 

dan narasi. Di sektor otomotif, merek BYD 

berhasil menjadi pemimpin pasar kendaraan 

listrik Indonesia pada 2024 dengan penjualan 

lebih dari 15.429 unit dan pangsa pasar 36%, 

melampaui dominasi Jepang dan Korea Selatan 

(Katadata, 2024). 

Penetrasi teknologi Tiongkok di Indonesia 

terlihat jelas melalui kerja sama infrastruktur 

digital, khususnya dengan Huawei 

Technologies. Sejak awal 2000-an, Huawei 

berperan penting dalam pengembangan 

jaringan 4G dan 5G, penyediaan BTS, serta 

pembangunan pusat data bersama operator 

nasional. Melalui program Seeds for the Future, 

lebih dari 5.000 mahasiswa dan profesional 

muda Indonesia telah mendapat pelatihan 

hingga 2024 (Huawei Indonesia, 2024). Meski 

mempercepat transformasi digital, dominasi 

Huawei menciptakan ketergantungan pada 

standar teknologi Tiongkok dan memunculkan 

kekhawatiran terkait keamanan siber serta 

kontrol data. 

Penetrasi soft power Tiongkok melalui kerangka 

Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia tampak 

jelas dalam sektor teknologi, digital, 

pendidikan, budaya, dan kesehatan. TikTok, 

misalnya, telah menjadi aplikasi media sosial 

terbesar di Indonesia dengan lebih dari 125 juta 

pengguna aktif, menempatkan Indonesia 

sebagai pasar global terbesar kedua setelah 

Tiongkok (DataReportal, 2024).  

Peran TikTok melampaui sekadar hiburan, 

melainkan juga menjadi ruang penting dalam 

politik, pendidikan, dan bisnis, terutama bagi 

pelaku UMKM. Hal ini menjadikan TikTok 

bukan sekadar produk teknologi, melainkan 

instrumen soft power yang membentuk gaya 

hidup, perilaku digital, dan narasi publik 

masyarakat Indonesia sesuai dengan teori 

Joseph Nye (2004), di mana pengaruh tercipta 

melalui daya tarik dan legitimasi. 

Dalam bidang pendidikan, Tiongkok 

memperkuat pengaruhnya melalui pemberian 

ribuan beasiswa, pertukaran pelajar, serta 

pendirian delapan Confucius Institutes di 

berbagai universitas Indonesia (SCIO, 2025). 

Program-program seperti Chinese Government 

Scholarship maupun inisiatif khusus seperti 

 

Gambar 1. 10 Mobil listrik terlaris di Indonesia. 

Sumber: data.goodstats.id 

 

 

 

Gambar 2. 10 Aplikasi terbanyak diunduh di 

Indonesia. Sumber: data.goodstats.id 
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“Santri untuk Perdamaian Dunia” 

menunjukkan bahwa pendidikan dijadikan 

instrumen strategis untuk membangun 

kedekatan simbolik dan ideologis. Dengan 

meningkatnya jumlah mahasiswa Indonesia 

yang belajar di Tiongkok—lebih dari 15.000 

hingga 2020 (ANTARA, 2020)—elite intelektual 

yang lahir dari pengalaman ini berpotensi 

menjadi agen diplomasi kultural yang 

mendukung narasi Tiongkok, termasuk dalam 

isu sensitif seperti One China Policy (Haid & 

Zhang, 2022). Kehadiran Confucius Institute 

yang semula berdiri sebelum BRI, kini 

diintegrasikan sebagai bagian dari people-to-

people connectivity, sehingga memperluas 

legitimasi Tiongkok melalui pendidikan dan 

budaya. 

Sektor kesehatan juga menjadi bagian integral 

dari strategi soft power Tiongkok. Pada masa 

pandemi COVID-19, lebih dari 80% vaksin yang 

digunakan di Indonesia berasal dari Sinovac dan 

Sinopharm, menjadikan Tiongkok pemasok 

utama vaksin di Indonesia (Reuters, 2021). 

Bantuan vaksin, alat kesehatan, hingga promosi 

Traditional Chinese Medicine (TCM) seperti 

akupunktur dan herbal memperkuat citra 

Tiongkok sebagai mitra solidaritas global yang 

responsif dalam krisis kesehatan (China Daily, 

2022). Survei publik menunjukkan tingkat 

kepuasan tinggi terhadap bantuan Tiongkok, 

yang membangun persepsi positif bahwa 

Tiongkok bukan hanya aktor ekonomi, tetapi 

juga pelindung kesehatan masyarakat. 

Secara keseluruhan, BRI berfungsi lebih dari 

sekadar program pembangunan ekonomi. 

Proyek infrastruktur seperti Kereta Cepat 

Jakarta–Bandung, ekspansi teknologi Huawei 

dan BYD, penetrasi budaya digital melalui 

TikTok, serta diplomasi pendidikan dan 

kesehatan, menunjukkan bagaimana Tiongkok 

membangun ketergantungan jangka panjang di 

berbagai sektor. Mekanisme ini sesuai dengan 

teori soft power Joseph Nye (2004) bahwa 

pengaruh tercipta melalui daya tarik, nilai, dan 

manfaat bersama, bukan melalui paksaan. 

Dengan cara ini, BRI menjadi instrumen 

strategis yang memperkuat citra Tiongkok di 

Indonesia sekaligus mendorong penerimaan 

implisit terhadap prinsip One China Policy. 

Aktor dan Mekanisme dalam Penguatan OCP 

melalui BRI sebagai Soft Power 

Penguatan prinsip One China Policy (OCP) 

dalam hubungan Indonesia–Tiongkok tidak 

hanya ditentukan oleh relasi antar pemerintah, 

tetapi juga lahir dari kerja sistemik berbagai 

aktor negara maupun non-negara dalam 

kerangka Belt and Road Initiative (BRI). Strategi 

soft power Tiongkok berjalan non-koersif melalui 

interaksi ekonomi, budaya, teknologi, 

pendidikan, hingga keagamaan. Sejalan dengan 

pandangan Jan Melissen, diplomasi publik 

bukan sekadar penyampaian pesan, melainkan 

keterlibatan aktif aktor non-negara dalam 

membangun hubungan berkelanjutan dan 

membentuk persepsi positif (Melissen, 2005). 

Dengan demikian, OCP tidak hadir sebagai hasil 

tekanan, melainkan dari ekosistem diplomasi 

yang menciptakan legitimasi simbolik dan 

ketergantungan struktural Indonesia terhadap 

Tiongkok. 

Secara struktural, kerja sama formal melibatkan 

Kementerian Luar Negeri RI, BKPM, dan BUMN 

seperti PT KAI dengan mitra Tiongkok seperti 

China Development Bank dan China Railway 

Group. Proyek-proyek strategis seperti Kereta 

Cepat Jakarta–Bandung, kawasan industri 

Morowali, dan pusat teknologi Huawei 

menciptakan dependensi teknis dan finansial 

yang membuat Indonesia lebih berhati-hati 

dalam isu sensitif seperti Taiwan (Zhang, 2021; 

Suryadinata, 2025). Dari sisi sosial, Confucius 

Institute di delapan universitas besar dan 

beasiswa dari China Scholarship Council (CSC) 

melibatkan ribuan mahasiswa Indonesia tiap 

tahun, menciptakan jejaring alumni pro-Beijing 
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di sektor pendidikan, birokrasi, dan media 

(Haid & Zhang, 2022; Xinhua, 2025). 

Selain itu, TikTok dengan lebih dari 125 juta 

pengguna aktif bulanan di Indonesia menjadi 

instrumen budaya digital yang memperkuat 

citra Tiongkok sebagai negara modern dan 

inovatif (DataReportal, 2024). Platform ini 

digunakan untuk kampanye edukasi dan 

budaya bekerja sama dengan kreator lokal, 

sehingga membentuk narasi Tiongkok yang 

kreatif dan tidak mengancam (Campaign 

Indonesia, 2025). Dalam dimensi keagamaan, 

program “Santri untuk Perdamaian Dunia” 

menunjukkan upaya Tiongkok membangun 

legitimasi atas kebijakan domestik di Xinjiang 

melalui narasi Islam moderat, dengan 

melibatkan santri Indonesia sebagai aktor 

simbolik (Haid & Zhang, 2022; Antara, 2023) 

Efektivitas strategi ini terlihat dari konsistensi 

Indonesia mendukung OCP, termasuk 

pernyataan resmi Menlu RI pada 2025 bahwa isu 

Taiwan adalah urusan domestik Tiongkok 

(Antara News, 2025). Selain itu, minimnya 

resistensi publik terhadap proyek BRI maupun 

lembaga Tiongkok di Indonesia menegaskan 

penerimaan sosial yang kuat. Dengan 

menciptakan ketergantungan struktural, 

membangun jejaring intelektual, serta 

memperkuat representasi budaya digital, 

Tiongkok berhasil meningkatkan 

kredibilitasnya sebagai mitra pembangunan 

sekaligus memperkokoh legitimasi OCP di 

Indonesia. Strategi ini mencerminkan konsep 

soft power Joseph Nye (2004), yakni kemampuan 

memengaruhi negara lain melalui daya tarik, 

nilai, dan legitimasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

Penelitian ini menegaskan bahwa Belt and Road 

Initiative (BRI) berfungsi sebagai instrumen soft 

power strategis Tiongkok dalam memperkuat 

dukungan Indonesia terhadap One China Policy 

(OCP). Setelah hubungan diplomatik sempat 

terputus pada 1967 dan dipulihkan kembali 

pada 1990, peluncuran BRI pada 2013 menjadi 

momentum baru yang mendorong pola kerja 

sama bilateral ke arah yang lebih komprehensif. 

Melalui inisiatif ini, Tiongkok tidak hanya 

menawarkan investasi dan pembangunan, 

Tabel 2. Aktor dan Mekanisme Penguatan OCP di Indonesia  
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tetapi juga mengintegrasikan kepentingan 

ekonomi Indonesia dengan agenda politik luar 

negeri Tiongkok, menciptakan situasi 

interdependensi yang saling menguntungkan 

namun berorientasi pada penguatan legitimasi 

OCP. 

Implementasi BRI di Indonesia tampak melalui 

proyek-proyek besar seperti Kereta Cepat 

Jakarta–Bandung, pengembangan kawasan 

industri, jaringan telekomunikasi 5G, hingga 

program pendidikan dan pertukaran pelajar. 

Proyek ini membawa manfaat berupa 

konektivitas, transfer teknologi, dan 

peningkatan SDM, sekaligus membentuk 

ketergantungan struktural yang memperkuat 

citra Tiongkok sebagai mitra strategis. Selain itu, 

dimensi budaya dan sosial seperti beasiswa, 

pelatihan, riset bersama, dan kegiatan 

kebudayaan mempererat hubungan masyarakat 

kedua negara, membangun pemahaman serta 

kedekatan emosional yang memperluas 

penerimaan publik terhadap pengaruh 

Tiongkok. 

Dengan demikian, BRI di Indonesia tidak hanya 

sekadar proyek ekonomi, melainkan strategi 

diplomasi multidimensi yang menggabungkan 

pembangunan, pendidikan, dan budaya. 

Pendekatan ini membentuk ekosistem 

hubungan bilateral yang kuat, yang tidak hanya 

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 

tetapi juga memastikan konsistensi dukungan 

terhadap One China Policy. Hal ini membuktikan 

bahwa kebijakan ekonomi global dapat 

dijadikan instrumen soft power yang efektif 

untuk mencapai tujuan politik jangka panjang 

Tiongkok di Asia Tenggara. 

Penelitian ini memberikan tiga rekomendasi 

utama. Pertama, bagi pemerintah Indonesia, 

perlu menjaga keseimbangan antara kerja sama 

strategis dengan Tiongkok melalui BRI dan 

kepentingan nasional yang lebih luas, termasuk 

diversifikasi mitra dagang serta peningkatan 

transparansi perjanjian agar publik memahami 

manfaat dan risiko yang ada. Kedua, bagi 

akademisi dan peneliti, dibutuhkan studi 

lanjutan, khususnya analisis kuantitatif dan 

komparatif dengan negara ASEAN lain, untuk 

menilai dampak BRI terhadap persepsi publik 

dan dukungan terhadap One China Policy. 

Ketiga, bagi masyarakat, penting meningkatkan 

literasi geopolitik dan diplomasi agar dapat 

memahami implikasi kerja sama internasional 

secara kritis serta berpartisipasi aktif dalam 

mengawasi kebijakan agar tetap berprinsip 

saling menguntungkan. 
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